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DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. UU Kekuasaan Kehakiman;
3. UU Mahkamah Konstitusi; dan

4. Peraturan Mahkamah Konsitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang.
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1| Mengenal Sejarah dan Konsep

Judicial Review




Judicial review adalah proses
pengujian peraturan
perundang-undangan oleh
lembaga peradilan. Judicial
review dilakukan untuk
memastikan bahwa peraturan
perundang-undangan yang lebih

rendah tidak bertentangan
dengan peraturan yang lebih

tinggi.

Di Indonesia, judicial review
dilakukan oleh Mahkamah
Agung (MA) dan Mahkamah
Konstitusi (MK).
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SEJARAH SINGKAT JUDICIAL REVIEW e

Sejarah judicial review pertama kali timbul dalam praktik
hukum di Amerika Serikat melalui putusan Supreme
Court Amerika Serikat dalam perkara “Marbury Vs
Madison” tahun 1803.

Meskipun ketentuan judicial review tidak tercantum

dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Supreme g% [
Court Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang _Zg# o B
ditulis John Marshall dan didukung 4 (empat) Hakim s ==
Agung lainnya yang menyatakan bahwa Marbury Vs Madison

pengadilan berwenang membatalkan 7] § B B
undang-undang yang bertentangan " ‘
dengan konstitusi.
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2| Wewenang dan Fungsi MK




WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI (1/2)

1)

Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguiji
undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutuskan sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasatr,
memutuskan pembubaran partai politik, dan
memutuskan perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang Undang Dasar.
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WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI (2/2)

KEWENANGAN

Mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final:

1.

et

Menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Memutus pembubaran partai politik; dan
Memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum.

KEWAJIBAN

Memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
diduga telah melakukan:

1. Pelanggaran hukum berupa:
- Pengkhianatan terhadap Negara;
- Korupsi;
- Penyuapan,
- Tindak pidana berat lainnya.

2. Perbuatan tercela; dan

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM



BAGAIMANA DENGAN KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT ?

Pengaduan konstitusional (Constitutional Complaint) adalah
pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke
hadapan pengadilan (khususnya Mahkamah Konstitusi) karena
suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatnya pejabat
publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional

warga negara yang bersangkutan.

Lantas, apakah Indonesia mengenal constitutional
complaint?

Hingga saat ini secara normatif, Indonesia belum

mengenal constitutional complaint. Hal ini dibuktikan dengan belum
adanya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan constitutional
complaint, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Sumber: | Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya
Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Hal xiii - xiv

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM
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Contoh kasus constitutional complaint yang cukup

KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI
NEGARA JERMAN

Belajar darl terkenal di Jerman yaitu mengenai pengaduan
konstitusional mengenai larangan penyembelihan
pengalaman ol

negara Jerman?

Masyarakat muslim Jerman, merasa berkeberatan dengan
larangan tersebut dan mengadukan constitutional

complaint ke Bundesverfassungsgerichts karena dinilai
m bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama
: N ang dijamin oleh konstitusi Jerman.
Pengadilan Konstitusi Jerman veliel el

adalah salah satu dari
pengadilan konstitusi di dunia DATA PENANGANAN KASUS CONSTITUTIONAL
yang secara tegas memiliki COMPLAINT

wewenang constitutional Mahkamah Konstitusi Jerman menangani sekitar 6.000
complaint, yang diatur dalam hingga 6.500 kasus constitutional complaint per-tahun
Ko nStitUSi (sumber website MK: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14764&menu=2)

Sumber: Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question
dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Media Hukum,
Vol. 19, No.1, Juni 2012. Hal. 157.

11—
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https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14764&menu=2

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

'Pengawal Konstitusi
- (The Guardian of The Constitution)

Penafsir Tunggal Konstitusi

- (The Final Interpreter of The Constitution)

Pengawal Demokrasi
- (The Guardian of The Democracy)

Pelindung Hak-hak Konstitusi Warga Negara

- (The Protector of The Citizen’s Constitutional
Rights)

o Pelindung HAM |

- (The Protector of The Human Rights)

12 —
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3| Teknik Penyusunan Permohonan Judicial

Review di Mahkamah Konstitusi




LAW

SCIENCE
TERDAPAT 3 JENIS NORMA HUKUM SEBAGAI
BERIKUT:
& o o . °
S |PERRTURAN (REGELLING) Judicial Review di MK

(Eyeromusin aescamons) SRR

) HUKUMAN (V”””IS) Banding, Kasasi, PK
@debaters.id




Kewenangan MK dalam
Pengujian UU

Pengujian Formil

Pengujian UU dan Perppu yang
berkaitan dengan proses pembentukan
UU dan hal lain yang tidak termasuk
penguijian materiil (substansi).

Dasar Hukum: (Pasal 2 ayat (4) PMK 7 Tahun 2025)

Pengujian Materiil

Pengujian UU dan Perppu yang
berkaitan dengan materi muatan
dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU
yang dianggap bertentangan dengan
UUD 1945.

Dasar Hukum: (Pasal 2 ayat (5) PMK 7 Tahun 2025)

15
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KONSEP DASAR PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL SUATU UU

Pengujian
Formil

Pengujian
Materiil

Pengujian UU

Batu uji: Pasal 20

UUD 1945, UU P3, Undang-Undang
dan Peraturan Dasar Negara

Tata Tertib DPR Republik
. - Indonesia

Contoh: Putusan MK Perkara Nomor 27/PUU-
VI1/2009 tentang Uji Formil UU Nomor 5/2004
tentang MA, uji formil UU TNI, uji formil UU Ciptaker

Contoh: Putusan MK Perkara Nomor 80/PUU-
XV/2017 tentang Uji Materil Pasal 1 angka 28, 52 ayat
(1) dan (2), dan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU 28/2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

16—
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BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

PENGUJIAN FORMIL KE MAHKAMAH KONSTITUSI

PRESIDEN
UUUUUUU INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
esia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTQ

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYQ HADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 35

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SK No 255667 A

Berbeda dengan pengujian
materiil yang tidak memiliki
batas waktu, pengajuan
permohonan pengujian formil
UU dan Perppu ke Mahkamah
Konstitusi adalah 45 (empat
puluh lima hari) setelah UU
diundangkan.

(Putusan Nomor 27/PUU-

VI1/2009 juncto Pasal 9 ayat (2)

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM

PMK 7 Tahun 2025)
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TIDAK DIBATASINYA WAKTU DALAM MENGAJUKAN %

PENGUJIAN MATERIIL

Alasan dan rasionalitas tidak dibatasinya waktu
dalam pengajuan pengujian materiil suatu UU

»

Perlindungan Hak Konstitusional
Sepanjang Masa

v

v| Dinamika Sosial dan Hukum

v| Prinsip Supremasi Konstitusi

18 —
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DIBATASINYA WAKTU DALAM MENGAJUKAN
PENGUJIAN FORMIL

Alasan dan rasionalitas dibatasinya waktu dalam

pengajuan pengujian formil suatu UU/Perppu q!"
'v

»

v

- Asumsi Prosedur Telah Ditempuh

( Perlindungan Terhadap Akibat Hukum yang Luas

LLICLIT
'.]{ 1'“}
i

J'_dlo.

Kepastian Hukum dan Efektivitas
Legislasi

dengan Benar
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PARA PIHAK DALAM PERKARA PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 7/2025

Pemohon Pemberi Keterangan
= Presiden/Pemerintah
= DPR atau lembaga
negara lainnya

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM
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PEMOHON DAN OBJEK PERMOHONAN DALAM PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon

= Perorangan WNI yang merasa dirugikan hak
konstitusionalnya oleh berlakunya UU;

= Kesatuan Masyarakat hukum adat;

= Badan hukum publik atau badan hukum privat; dan

= Lembaga negara (DPR, Presiden, Pemerintah Daerah,
dll)
(Pasal 51 UU MK)

Objek Permohonan

= Formil: proses pembentukan UU

= Materiil: materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dari UU (e.g. penjelasan)
(Pasal 2 dan 4 PMK 7 Tahun 2025)
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SYARAT “ANGGAPAN” ADANYA

KERUGIAN KONSTITUSIONAL
A

( N
l |
7
‘ Kerugian ,
Hak dan/atau konstitusional y Adanva
k y
Adanya hak ewenangan tersebut harus /" hubungan sebab
dan/atau konstitusional bersifat spesifik akibat (causal
kewenangan telr;sebut oleh (khusus) dan aktual verband) antara
. . emohon atau setidak- .
konstitusional dianaaa tidaknya potensial kerugian
ggap dimaksud dengan

yang menurut

Pemohon yang dirugikan oleh
dibel‘ikan OIeh berlagkunya uUu penalaran yang berlg!‘unxa UI:J
UUD 1945; \ . wajar dapat yang dimohonkan
’  yang dimohonkan dipastikan akan pengujian; dan

pengujian; terjadi;

Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025
Putusan MK No. 006/PUU-I11/2005 dan No. 11/PUU-V/2007

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM

Adanya
kemungkinan
bahwa dengan
dikabulkannya

permohonan
maka kerugian
konstitusional

seperti yang
didalilkan tidak
akan atau tidak
lagi terjadi.
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KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM m
PENGUJIAN FORMIL ﬂ

Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK telah menentukan
ukuran untuk menilai ada tidaknya kedudukan hukum (legal standing)
bagi Pemohon dalam pengujian formil dengan mendasarkan pada 2
(dua) hal, yakni:

a. Pemohon yang telah melaksanakan hak pilihnya, atau

b. Pemohon yang memiliki hubungan pertautan langsung dengan
undang-undang yang diujikan, namun hubungan pertautan langsung
tersebut tidaklah sampai sekuat dalam pengujian materiil.

Amar Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, halaman 67 s.d. 68

“...kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang Undang, ukuran demikian

dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak . bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta
dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil  dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan
keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap  egal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing
warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang ajam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan

kedau.'at?n, di samping kualifikasi lainnya seb?ga:imana diatur dalam Pasal 51 ayalt (1) huruf ['yang Tangsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan

a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk | pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat

mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah

pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat =gz sar ot in karena akan menyebabkan sama sekall ferfutup kumungkinannya bagi anggota

yang diperolehnya secara fiduciair. masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan
pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai
apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang
yang diajukan pengujian formil.”

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM



PERMOHONAN Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 7 Tahun 2025 m

d Permohonan adalah permintaan yang diajukan
secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi
mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD
1945

d Permohonan pengujian undang-undang dan
Perppu meliputi pengujian formil dan/atau
pengujian materiil

A Pengujian materiil adalah pengujian yang
berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau
Perppu yang dianggap bertentangan dengan
UUD 1945

A Pengujian formil adalah pengujian yang
berkenaan dengan proses pembentukan
undang-undang atau Perppu yang tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang atau Perppu

24 w—
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TEKNIK DRAFTING

1. Gunakan Track Changes
dalam merevisi.

2. Gunakan Navigation Panel.

3. Cover dan Back Cover.

4. Kop Permohonan.

5. Daftar isi dan halaman.

6. Buat table/grafik/flowchart

jika perlu.

25—
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SISTEMATIKA FORMAT PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Permohonan Pengujian Undang-undang
memuat:

1. Identitas Pemohon;

2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi

dasar permohonan yang meliputi:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b. Kedudukan hukum Pemohon (legal
standing),

c. Alasan-alasan permohonan pengujian
(posita);

d. Hal-hal yang dimohonkan (petitum).

(PMK Nomor 7 Tahun 2025)

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM

Jakaria, 14 Oktober 2024

INTEGRITYEIEE

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, Fe-T] I o9
CONSTITUTION, AND SOCIETY

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: Perbaikan Pemohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Pasal 23A,
Pasal 28| ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof Denny Indrayana, SH., LLM., Ph.D. 8.

2. Dra. Wigati Ningsin, S.H., LL.M. 10.
3. Zamrony, S.H., M.Kn.,, CRA., CTL. 1.
4. Harimuddin, S.H. 12.
5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. 13.
6. Muhtadin, S.H. 14.
7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, SH., MH. 15.
8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. 16.

Musthakim Alghosyaly, S.H.

Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
Anjas Rinaldi Siregar, S.H.*

Alif Fachrul Rachman, S.H.*
Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H.*
Raihan Azzahra, S.H., MCL.*
Sufrisno, SH.*

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat
Magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY)
Law Firm, berlamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta
10220, dengan alamat email intearity@intearitvlawfirms.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal:
25, 26, 29, dan 30 Juni 2024; tanggal 4, 5, dan 19 Juli 2024; serta tanggal 12 September 2024
(terlampir), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari

dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

FEDERASI KESATUAN SERIKAT PEKERJA MNASIONAL, organisasi serikat pekerja yang
berkedudukan di Gedung Graha Utama 1, Jalan Pasar Minggu Km.17 Momor 21, Kelurahan
Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, dibentuk
berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja
Nasional tanggal 23 Juli 2022 [Bukti P-1] dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa | Federasi
Kesatuan Serikat Pekerja Masional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII2022 tentang
Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP
FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022 [Bukti P-2], telah tercatat di Suku
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarla Selatan dengan Nomor Bukfi
Pencatatan 31/F.SP/JS/I/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana tertuang di dalam Surat

Cityloft Sudirman, 8" Floor, Suite 825 & Level 31 & 50,120 Collins Street Halaman 1 dari 35
JI. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, INDONESIA Melbourne,Victaria 3000, AUSTRALIA
+B2 21 2555 8836 P +G1 3 B5184708

E integrity@imagritylawfirms.com W www.integritylawfirms.com

[
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IDENTITAS PEMOHON BEILe N | TE
ori Tv

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa _,
Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal . Undang-Undang Nomor .. tentang . terhadap Undang-Undang
. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
hukum; gara Rep

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Pekerjaan; 1 Dr. SH,MH
2 SH.LLM
3. ..,SH

3 Kewa rg a n eg a ra a n . Para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan Surat Kuasa Hukum Nomor ...
c ?

tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendin-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

2

1. Nama: ...

. Tempat/Tanggal Labir-
4. Alamat rumah/kantor; Kowerganogaraan ...
Pekeraan- ...
Alamat: .
Selanjutnya disebut sebagair Pemohon |
5. Alamat surat elektronik. ) Nama
Tempat/Tanggal Lahir: ...
Kewarganegaraan: ...
Pekejaan- .

Alamat: .
Selanjutnya disebut sebagai- Pemohon Il

(PMK Nomor 7 Tahun 2025) Kesemuanya selanjutnya disebut- Para Pemohon

27 v—
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KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI | T

Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

1.  Dasar hukum kewenangan Mahkamah.

2. Objek permohonan.

3. Simpulan Mahkamah berwenang | 82
mengadili permohonan |

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ooy

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK)
menyatakan ...

4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.
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Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

Dasar hukum kedudukan
hukum Pemohon.

Penjelasan hak dan/atau
kewenangan
konstitusional Pemohon
yang dianggap dirugikan
dengan berlakunya
undang-undang atau
Perppu yang
dimohonkan pengujian.

Simpulan Pemohon
memiliki kedudukan
hukum untuk
mengajukan
permohonan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

= =
&

wN =W

©®N

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan ....

Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...

Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi
untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu
terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari
Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian
konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat
sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-I11/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai
berikut...

Pemohon | adalah warga negara Indonesia ...

Pemohon Il adalah warga negara Indonesia ...

Bahwa Pasal ...

Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-
pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.

29
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Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

1. Penjelasan mengenail pembentukan undang-
undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang atau Perppu
berdasarkan UUD 1945; atau

2. Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal
dan/atau bagian dari undang-undang atau
Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

NOTE: Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum yang kuat.
Di tambah dengan argumentasi yuridis, filosofis, dan sosiologis (bila diperlukan).

Kemudian, jelaskan pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti bukti yang berkaitan dengan dalil
permohonan (meteriil). Atau, ulas mengenai pembentukan UU/Perppu tidak
memenuhi aturan.

30 —
WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM



PETITUM (112) Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum):

Pengujian Formil, meliputi:

1.

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau
Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM
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PETITUM (212) Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 m

Atau Petitum inkonstitusional bersyarat
(conditionally unconstitutional)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dari undang-undang atau
Perppu yang dimohonkan pengujian
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak
dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).

32—
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MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK v [ 7e]
JELAS ATAU KABUR

0N

Pasal 68 PMK 7/2025 | LI, 4

B
L~

?“‘-
-
o — (A —_———— 4
- "ﬂ.i. .l_L&, . .
ASWANTO ANWAR USMAN 3

Pasal 74
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
C. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya

dan tidak memberikan pilihan alternatif.

33—
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DALIL PROVISI DALAM PERMOHONAN | T

Permohonan provisi adalah permintaan atau
tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak
yang bersengketa kepada pengadilan untuk
menetapkan tindakan pendahuluan atau
sementara sebelum putusan akhir perkara
pokok dijatuhkan

Mengapa Permohonan Provisi Penting?
0 Kerugian lebih lanjut,

d Menjaga status quo, atau

d Memastikan pelaksanaan putusan akhir di
kemudian hari tidak menjadi sia-sia.
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NE BIS IN IDEM

Pasal 72 PMK 7/2025:

(1) Terhadap materi muatan, ayart,
pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang atau Perppu
yang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan pengujian
kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi
muatan dalam UUD 1945 yang
dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan
permohonan yang berbeda.

Perkara Lain
T6/PUU-XXII/2024:

Pasal Yang Diuiji:
Pasal 1 angka (3); Pasal 9 ayat (2)

Batu Uiji:
Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G
ayat (1)

86/PUU-XXI1/2024

Pasal Yang Diuji:

Pasal [ ayat (1), ayat (2) frasa

“atau’ dan frasa "sudah kawin’,
ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1)

huruf e dan 1.

Batu Uiji:
Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat
(2)

96/PUU-XXII/2024

Pasal Yang Diuiji:

Pasal 7 ayat (1); Pasal 9 ayat (1)
dan ayat (2); Pasal 16; Pasal 17
ayat (1); Pasal 54 ayat (1); Pasal
72 ayat (1)

Batu Uji:
Pasal 28D ayat (2); Pasal 281 ayat
(2); Pasal 34 ayat (1)

Perkara A Quo

134/PUU-XXI1/2024:

Pasal Yang Diuji:
Pasal [ ayat (1)
Pasal 9 ayat (1)

Batu Uiji:
Pasal 23A
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28H ayat (1)
Pasal 28! ayat (4)

Letak Perbedaan

Perbedaan Perkara a quo
dengan Perkara 76/PUU-
XXI12024 adalah pada Pasal
yang diuji. Oleh karenanya,
|elas tidak ne bis in idem.

Pada perkara 86/PUU-
XXI112024, meskipun terdapat
1 pasal sama yang diuji yakni
Pasal 7 ayat (1), namun batu
uji yang digunakan berbeda
seluruhnya. Oleh
karenanya, jelas tidak ne bis
in idem.

Pada perkara 96/PUU-
XXN12024, meskipun terdapat
2 pasal sama yang diuji yakni
Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9
ayat (1), namun batu uji
yang digunakan berbeda
seluruhnya. Oleh
karenanya, jelas ftidak ne bis
in idem.
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TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

KE MAHKAMAH KONSTITUSI

=

Pengajuan Permohonan Offline

Pemohon datang langsung ke MK

Pengajuan Permohonan Online

Pemohon mengajukan

dengan membawa permohonan permohonan secara online melalui

secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, ditandatangani oleh
Pemohon/Kuasa Hukum sebanyak
12 (dua belas) rangkap, disertai
alat-alat bukti dan daftar alat bukti,
serta Surat Kuasa jika dikuasakan.

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM

www.simpel.mkri.id dengan
mengunggah lampiran berkas-
berkas permohonan secara
langsung.

36


http://www.simpel.mkri.id/

TEKNIS PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA ONLINE

_ !

Pemohon atan!lr.umm:.!a mengajukan
permohonan online. Selanjutnya
pemohon atau kuasanya mengunjungi
laman Mahkamah Konstitusi :

hittpsffmmkri.id

-
Pemohon atau kuasanya melakukan registrasi 2 _
secara online untuk mendapatkan nama
identifikasi (username) dan kode akses
(password) untuk mengakses
https-simpal. mkri.id

Meng upload softcopy permohonan
(syarat permohonan online diatur dalam
pazal 8 PMK nomor 18 tahun 2009)
ke dalam SIMPEL

b it

Pemohon atau kuasanya menjawab konfirmasi
dengan menyampaikan secara tertulis kepada Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu Selambat-
lambatnya 3 hari sejak permohonan diterima oleh
Mahkamah Konstitusi, dengan disertai penyerahan
12 rangkap dokumen asli (hard copy) permohonan

7.
C AR
o

Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima
dan meyampaikan konfirmasi kepada pemohon atau
kuasanya dalam 1 hari setelah dokumen permohonan

masuk dalam SIMPEL Mahkamah Konstitusi

{pazal 9 ayat (1) PMK Nomor 18 tahun 2009)

PENDAFTARAM
PERMOHOMNAN
OMLINE

Permohonan online dterima dalam
Sistem Informasi Manajemen

Penerimaan Permohonan Perkara
(SIMPEL) Mahkamah Konstitusi

Mencetak atau mem-print tanda terima
pengajuan permohonan online yang

Sumber: Website MK

telah tersedia dalam SIMPEL

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM
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TEKNIS PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA OFFLINE

]

-~ o~
Pemohon datang menghadap Pranata w

Peradilan Registrasi Perkara untuk Pemohon telah selesai melakukan
mendaftarkan permohonan pendaftaran permohonan
h -_-._ ",
- - -\.I"-.II L
N
1
= PENDAFTARAN
Pranata Peradilan Registrasi Perkara menenma PERMOHONAN Pranata Peradilan Perkara menenma berkas
dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan LANGSUNG permohonan yang telah lengkap dan memenuhi
dalam buku penerimaan permohonan, selanjutnya 2. syarat. Kemudian mencatat dalam ERPK dan

membuat tanda terima permohonan untuk
salanjutnya diserahkan kepada Pemohon

Pemohon menyerahkan berkas permohonan
sabanyak 12 rangkap

B

(Nl
— HA‘F

el
Pranata Peradilan Perkara memeriksa Berkas diproses oleh internal
kelengkapan berkas permohonan sesuai Mahkamah Konstitusi

dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU nomor
8 tahun 2011, yang hasilnya dituangkan dalam
formulir ceklis dan membuat lembar disposisi

Sumber: Website MK selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda
. 38 —
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ALUR PERSIDANGAN PENGUJIAN UU DI MK

Mengajukan:
- Permohonan
_ ... .| - Alat bukti
PEMOHON - Daftar alat bukti
- soft copy
permohonan dan
daftar alat bukti
- Memeriksa
kelengkapan dan 5 - Mendengar ket. Pe :
SuamsANMAN Sarerurre kejelasan materi - Memeriksa Presiden - Mendengar ket. salinr.‘ayl"\a:t?:;::n
permohonan perbaikan - Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Memberi nasihat permohonan DPR - Pengesahan alat ¥
untuk memperbaiki - Pengesahan alat - Mendengar ket. bukti surat/tulisan Pengucapan
PENERIMA permohonan bukti surat/tulisan Pihak Terkait - Kesimpulan DU
PERMOHONAN 4 4 5 + 4
Y < ' 1
* ' )
KETUA KETUA
PANITERA ;
MK PANEL
¥ : : : R:H Penyerahan
- Akta Penerimaan v v : = fasoren - - Kesimpulan
Berkas Permohonan Ketetapan Ketetapan - pendahuluan L 4
- Memeriksa persyaratan : :
sk k;engkapa‘r" ¥ Panel Hakim Hari Sidang : - pengambilan keputusan RPH
permohonan ¥ (lanjut/putus) - laporan pemeriksaan
R e Damiata - Penjadwalan sidang = z::;:rlu'@" hakim persidangan
Kekuranglengkapan - Panggilan sidang - curah pem_iapat
Berkas kepada Pemohon v - penyampaian pendapat
i 3 hukum
- Al P : .
: kta Registrasi Perkara - Penjadwalan sidang B I SR
Mencatat dalam BRPK - P tan sid y F
3 anggilan sidang - penunjukan hakim drafter
Penyampaian salinan kepada Pemohon, DPR boha Sraft puls
permohonan kepada DPR g : : ‘ - pembanasan drait putusan
e P Presiden, Pihak Terkait - finalisasi putusan
- Pemberitahuan - penunjukan pembaca akhir
permohonan ke MA putusan
- Ketetapan Panitera v
Pengganti - Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang
kepada Pemohon, DPR,
Presiden, Pihak T f

Sumber: Website MK 39
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ALAT-ALAT BUKTI JUDICIAL REVIEW DI MK E

Alat Bukti dalam perkara Judicial Review di Mahkamah , P

Konstitusi berdasarkan Pasal 12 ayat (5) PMK 2/2021 adalah:

1. Salinan UU atau Perppu, setidaknya bagian yang
dimohonkan termasuk halaman depan dan halaman
yang memuat tanggal pengundangan (halaman AR O iy
pengesahan); dan

2. Salinan UUD 1945.

e ]

]
e Aén W ™
$9 Va0
ool i 17 BRI |
. 15 R A5 64z7 ﬁ‘*

NIPROE-9838>517 l

Namun, dalam praktik, MK juga meminta UU MK dan
PMK tentang PUU, bahkan seringkali UU Kekuasaan
Kehakiman untuk dilampirkan sebagai alat bukti.

Selain itu, identitas Pemohon juga “harus” disertakan sebagai alat bukti. Jika perseorangan, maka
melampirkan KTP atau identitas kependudukan lainnya. Jika profesional (seperti contoh pengacara,
PNS, dsb), selain melampirkan identitas, juga turut melampirkan bukti profesi nya tersebut. Jika
badan hukum (instansi negara, NGO, perusahaan, dsb), maka perlu melampirkan bukti pendirian,

pengesahan, legalitas terkait yang dikeluarkan oleh instansi negara terkait (dalam hal ini
Kementerian Hukum (dan HAM)).

Sumber: Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 40  —
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DAFTAR ALAT BUKTI JUDICIAL REVIEW DI NK E

INTEG R | T moevwm comm rom covmramser EE

NAMA ALAT DALIL

BUKTI PERMOHONAN PEMIELASAN

Sebagai pengantar alat-alat bukti, Daftar Alat Bukti | cov e | procpik e
(DAB) juga “harus” disertakan bersamaan dengan rimece s s
pengajuan Permohonan. Pada dasarnya, DAB et oo s 57
memuat daftar alat-alat bukti yang digunakan R e el p;t‘m’"::“““““;f’
dalam posita Permohonan dan keterangan B N el s
mengenai alat-alat bukti tersebut. Eﬂm i
Namun, dalam praktik, INTEGRITY selalu S R e e
menambahkan lokasi dari alat-alat bukti tersebut I e
dalam Permohonan serta penjelasan singkat | [ F"*’""““m;‘“f“n‘?m
mengenai kaitannya antara alat-alat bukti dan B I i I I~
posita Permohonan. Dengan kata lain, alat-alat o e o Sitaiial
bukti tersebut digunakan untuk membuktikan apa. A e
o
Sumber: Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 e 4] —
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DOKUMEN-DOKUMEN ADMINISTRATIF YANG . TE
DIKELUARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI giipeeriPsratmpiEisomor 2 Tahun 2021
GRI| TY
HAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDOMESIA
REPUBLIK INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMO - 255 1APULVPAN. MI/P S 2023 D5 Fabruan 2023
A“T"HPEmﬁgm;i‘;”:ﬂm;gﬂg”“" AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Ral - Fengglian Siang
omar - Nomor 124/PULIPAN MEIARPKI08/2024
T : = 3 ‘Y. Prof. Denny Indrayana, 5.H., LLM., Ph.D., dkic
P_ada hari i, F!’d]“ Iangga]_ 1_!ua puluh lima bulan Ja""‘-'.'." tahun d.”a ribu dua Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu Sebagal Kuasa Hukum Para Pemohon
puluh tiga pukul 12:33 WIB. digjukan Permohonan Pengujian Formil Peratuwran ] - X X .
_ - 5 5 dua puluh empat pukul 15:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi di Tempal
Pemernintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja P pat p g
terhadap Undang Und Dasar Megara Republik Indonesiz Tahun 1045 diziukan Elekironik (e-BRPK) perihal Permohonan Pengujian Materiill Undang-Undang Nomor 4 — . 24 Tahun 2003
oleh: * ngindang =aa P - ¥ang o= Tahun 206 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar KonErus smap::ana raian ﬂﬂw ndang Nu:u 7 Tawn 220 tentarg
: Megara Republik Indonesia Tahun 1845, dengan: Penitahan Ketiga Atas Undang-Undang Momor 24 Tahun 2003 yang beshunyl,
1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Masional, yang diwakili oleh Baso Rukman "Untuk kepentingan pemeriisaan sebagalmana dmaksud pada ayat (1), hakim konstiusl wallb memanggll
Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum), sebagai NOMOR 134/PUU-XXI2024 pam pinak yang berperiar uniuk memDen Keterangan yang ALUUNKSN CenatEy memint keerngan
Pemohon |; 2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat dizgukan oleh: secad 'ﬂ“*ﬁ Repac lembaga negara yang ekl dengan pemanonan’ dan Siae pentan Majes Hakim,
Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Wiwit Widuri, 5.H.. M.H. [Ketua Umum} Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Masional, dalam hal ini diwakili Base Rukman
dan Gatot Subroto [Sekretaris Umum), sebagai Pemohon II; 3. Federasi Serikat Abdul Jihad selaku Ketua Umum DPP FKSPN dan Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Foderasl Kesatuan Serlkat Pelerja Maslonal, yang diwakill olsh Baso Hulmnn Abdul Jhad [Ketua
Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh . - N - S . Umumj @an Lills Mahmudah (Sekretaris Umum), Federssl Sorikat armas] dan Kasshatan
- N - _ g Umum DPP FKSPN (Pemohon I); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Kontsderasl Serikat Saluruh Indonasl diwakill oleh \Mmi Widurl, 5.H. MH [Kafus
Indonesia, yang diwakili oleh Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto P - : -l Pakerja . yang -H., [
. - y - . . Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Umumj dan Gatot Subroto (Sekrataris Umumj, dik. untuk selanjuinga disetut sebagal — Para Pemohon;
{Sekretaris Umum), sebagai Pemohon [ 4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Dedi Sudraiat selaku Ketua U dan Moch. Edi Privante selaku Sekretaris U
Elektronik dan Mesin- Serikat Pekerja Selurub Indonesia, yang diwakili oleh Arif | sudrajat sefaku Retua Umum can Hoch. B Friyante el Ehretans Limum yang memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL M., PhD., dkik.
Minardi (Ketua Umum) dan Ir Idrus (Sekretaris Umum). sebagai Pemohon IV; 5. {Pemohon [); _Fe-derasl Serikat Pek_eq.a Fanms.at,a_d?n I_Elmnlu_ml Iimallf—Knnfe-{!stl
Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- Konfederasi Serikat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhbur Hldij"-_it daiam perkara Nomor 14/PUL-CN2023 penhal Pengulian Formil Parafuran Pemenntan Penggant
Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umumj) selaku Ketua Umum dan Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., MM. selaku Sekretaris uUniang-Undang Momar 2 Tahun 2022 tentang CIpL Kena, agar menghadap dalam Skiang Panel
dan Muhammad Asrul Rarr;adhan Ramadhan, 5H., M.M. {Sekretaris Umum), sebagai Umum (Pemohon Ill); Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Manhkamah Konstiuesl dimaksud ymg akan diselenggarakan pada
Pemochon V; 6. Federasi Serikat Pekerja P\eklerj:'fl Listrik Tanah Air {PELITAEl Mandiri Mandiri Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili M. Bustanul Ulum selaku Ketua nan : Selasa
Kalimantan Barat, yang diwakili oleh M. Bustanul Ulum {Ketua Umum) dan Firlandie, Umum dan Firlandie, AMd. selaku Sekretaris Jenderal {Pemohon IV); Federasi tanggal * 14 Februarl 2023
AMd (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon VI; 7. Federasi Serikat Pekerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, dalam hal ini diwakili Achmad Mundji wakiu e
Pertanian dan Perkebunan, yang diwakili oleh Achmad Mundji (Ketua Umum) dan selaky Ketua Umum dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V), Gabungan tempat . Ruang Sidang Peno Lantal 2 Gadung Mankamah Konstihel Jaian
Saadi (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon VII; 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Serikat Buruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Rudi Hartono B Daman selaku Ketua * Medan Memeka Barat No. 6, Jakarta
Indonesia, yang diwakili oleh Stefanus Willa Faradian Purwoko [Fresiden) dan M. Umum dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon Eer © Pemertkaazn Pendahuluan il
Taat Badarudin {Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon VIII; 9. Gabungan Serikat VI); Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dalam hal ini diwakili Wahidin selaku ol hak Kan
Buruh Indonesia, yang diwakili oleh Rudi Hartono B Daman [Ketua Umum) dan Presiden dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII); Konfederasi pormohonan kepars shiamah Honaifiurd ‘paiing b 2 H hatl Says Sl paradmgan
Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan [Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon IX; 10. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat dilskzanakan [vide Fasal 37 PMK No. 2 Tahun 2021}
Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin {Presiden) dan selaku Ketua Umum dan Arf Minardi selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VIl mwur-gm dengan il R, mﬁmx ayat [”U‘dﬂ'ﬂ"‘-"m‘ammﬁ;ﬂ_lriﬁ
Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon X 11. Konfederasi Serikat Serikat Buruh Sejahtera Independen "32, dalam hal ini diwakili Sunarti selaku Ketua tentang kaman Konsthusl sebagalmana terakhir dengan Lingdang- ﬂang Nomor
Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat {Ketua Umum} dan Asep Djamaludin selaku Sekretaris (Pemohon X} Federasi Serikat Pekerja ko PR gt T TrEm o P Mk Ko, o
dan Arif Minardi [Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon XI; 12. Persaudaraan Rokok Tembakau Makanan Minuman, dalam hal ini diwakili Sudarto AS selaku Ketua peral sehagalmana dimaksud disslenggarakan dalam masa translsl sndemi
Pekerja Muslim Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Zulkhair Umum dan lyus Ruslan selaku Sekretaris Umum (Pemohon X} dan Asosiasi Serikat COMONG WITUS d858ase (Covid-13), sshingga Hionatiiual apkan protoknl kasshatan
{Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon XII; 13. Serikat Buruh Sejahtera Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri !gmﬂ Cowid-13, sniara lain memsksl masksr dan menjaga jarsk Ralk (physical
Independen'd2, yang diwakili oleh Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris), Asmoko Aripan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI). |, berdasarkan Surat Kuasa . manerapkan p O ruang skdang bagl para pihak.
p s : Selanjuinya, daftar nama kehadiran dan telepon para pihak wajlb disampalkan melalul emall
sebagai Pemohon XII; . berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2023 Khusus berfanggal 12 September 2024 memberi kuasa kepada Denny Indrayana, dick
paniteragymioriid afau Whateapp mnaﬁissssmmzqmrmmp sebelum harl
memberi kuasa kepada F'ruf Denny Indrayana, 3.H., LL.M_, Ph.D., dkk . . . parsidangan
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON: Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Panggilan Sidang dikeluarkan setelah ARPK
dikeluarkan setelah mengajukan permohonan. dikeluarkan setelah seluruh berkas-perkas dikeluarkan.
permohonan dinyatakan lengkap.. Jika tidak,
MK akan mengeluarkan Akta Pemberitahuan
Kekuranglengkapan Berkas Permohonan 4D

(APKBP).
WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM



AGENDA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN | T

Sebelum memeriksa pokok perkara,
Mahkamah Konstitusi
menyelenggarakan sidang pendahuluan
untuk memeriksa kelengkapan dan

kejelasan materi permohonan yang
dilakukan dalam sidang panel oleh 3
(tiga) orang Hakim Konstitusi.

Majelis Hakim akan memberikan nasehat
kepada Pemohon untuk melengkapi
dan/atau memperbaiki permohonannya,

mengingat perkara PUU bukan sengketa
kepentingan dan Hakim Konstitusi
diwajibkan memberi masukan-masukan.

Catatan: Nasehat Majelis Hakim tidak bersifat mengikat,
sehingga Pemohon dapat menerima atau tidak menerima
substansi yang dinasehatkan dan dapat mengesampingkannya.

(Pasal 39 UU MK juncto Pasal 34 dan 35 Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025)
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AGENDA PERBAIKAN PERMOHONAN

d
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< ©2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- =

Pasal 39 UU MK juncto Pasal 35 dan Pasal 37 PMK Nomor 7/2025

[

Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi
kesempatan selama 14 (empat belas) hari
kerja untuk melakukan perbaikan
sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim
Panel.

Perbaikan permohonan diserahkan kepada
Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan,
Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan
sidang dengan agenda menerima
perbaikan permohonan Pemohon.

Terhadap permohonan yang tidak dilakukan
perbaikan dan/atau perbaikan permohonan
diserahkan melampaui batas waktu yang
telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi akan
mempertimbangkannya, apakah perbaikan
tersebut diterima atau ditolak.

44
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AGENDA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

d Persidangan Mahkamah Konstitusi

d

terbuka untuk umum, kecuali hal-hal
yang bersifat Khusus.

Pemeriksaan persidangan adalah agenda
persidangan mendengar keterangan
presiden/pemerintah, DPR atau lembaga
negara lainnya, alat-alat bukti, keterangan
saksi, keterangan ahli, dan keterangan
pihak terkait serta hal-hal lain yang
dipandang perlu bagi Mahkamah
Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memeriksa,
mengadill, dan memutus dalam sidang
pleno dengan 9 (sembilan) orang Hakim
Konstitusi atau sekurang-kurangnya 7
(tujuh) orang Hakim Konstitusi.

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM

Pasal 40 dan 41 UU MK
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RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM
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O Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan sidang pleno tertutup
yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti,
dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya
RPH.

d RPH membahas perkembangan perkara, menjatuhkan putusan ataupun
ketetapan.

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM
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SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI E

dMahkamah Konstitusi mengadili m"‘

pada tingkat pertama dan terakhir e e
yang putusannya bersifat final. ==

U Putusan Mahkamah Konstitusi
memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak selesal diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum. =

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM



VARIASI PUTUSAN MK DARI MASA KE MASA

2003 - 2008 (VU 2008 (Putusan
24/2003 tentang No. 10/PUU-
MK) V1/2008)

2011 (UU 8/20m 201 - Sekarang

perubahan MK) (Putusan No.

48/PUU-IX/2011)

Pasal 56-57 UU MK Pertama Pasal 57 ayat (2a) MK membatalkan
menyatakan - - UU MK. Pada
outusan terdiri dari 3 kalinya dikenal g T Pasal 57 ayat (2a)
(tiga) jenis: putusan kermbali UU MK. Sehingga
Konstitusional mempertegas saat ini, putusan
1. Tidak dapat Bersyarat. bahwa putusan MK dapat
diterima, dalam hal Dalam putusan tidak boleh memuat amar
permohoaan t|da)[k model ini, MK memuat: ‘Konstitusional
Al RS memberikan - 1. Amar selain Bersyarat’ selain:
2. Dikabulkan, dalam pemaknaan F%d:nk r;wggli;lnma, 1) tidak dapat
hal terdapat pasal terhadap " 9 Iak- diterima;
yang bertentangan sebuah norma. atald menolak, 2) dikabulkan:
dengan UUD 194; Tak jarang MK - 2. Perintah : '
dan dianggap telah kepada 3) ditolak.
3. Ditolak, dalam hal K pembentuk UU;
tidak ada ARSI dan
pertentangan da|am ranah - 3. Rumusan
dengan norma positive norma baru
dalam UUD Negara legislator. sebagai
Rl Tahun 1945. pengganti norma

- J

J

lama.
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AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Permohonan
Pemohon tidak dapat
diterima (NO)

Permohonan dikabulkan untuk
seluruhnya atau Sebagian

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM

Permohonan ditolak.

..-..-

Permohonan dikabulkan
secara bersyarat termasuk
menunda keberlakuan
putusan.
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& INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #15
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https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/
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INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, GRI| TY
CONSTITUTION, AND SOCIETY

Jakarta, Indonesia
Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825.

JI. KH. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220
Phone : +62 21 2555 8836
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Melbourne and Sydney, Australia

Level 31 & S0, 120 Collins Street  Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Melbourne, Victoria 3000 Sydney, NSW 2000
Phone : 1300 912 889 Phone : 1300 212 889
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